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DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTASURAKARTA,

a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan
penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta,
perlu adanya dokumen Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Kota Surakarta sampai dengan
Tahun 2015;

b. bahwa Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kota Surakarta sampai dengan Tahun 2015
diperlukan untuk memberikan kepastian kebijakan
dalam mengintegrasikan dan melaksanakan upaya
penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang
berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota
Surakarta;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

4. Undang-Undang ...
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Economic,
Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Convenant On Civil and
Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700):

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988,
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembara n Negara RI Nomor 4737);

13. Peraturan ...
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13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata KeIja Perangkat
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi d6an Tata KeIja Perangkat
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010
Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 -
2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2010 Nomor 12).

Memperhatikan 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang Berkeadilan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
Dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA
SURAKARTA.

Pasall
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota
Surakarta merupakan dokumen perencanaan strategi
untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kota
Surakarta sampai dengan Tahun 2015.

Pasa12

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota
Surakarta merupakan landasan dan pedoman
operasional bagi Satuan KeIja Perangkat Daerah (SKPD)
Pemerintah Kota Surakarta dan stakeholders di Kota
Surakarta dalam menetapkan dan mensinergikan
program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sampai
dengan Tahun 2015.

Pasa13 ...
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Pasal3

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota
Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. Bah I
b. Bab II

c. Bah III:

Pendahuluan
Aspek dan Profil Kemiskinan di Kota
Surakarta
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Tingkat Nasional dan Regional
Rencana Aksi Penanggulangan
Kemiskinan Kota Surakarta
Penutup

d. Bah IV:

e. BabV:

Pasal4

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota
Surakarta beserta Lampirannya merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal5

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota
Surakarta merupakan Operasionalisasi dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta
Tahun 2010 - 2015 dalam bentuk Strategi. Kebijakan.
dan Program/Kegiatan Pembangunan dalam upaya
penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta untuk
masa kerja sampai dengan Tahun 2015.

Pasal6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota fit dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 8 ..Jc::.'Il~M 901a

WALIKOTASURAKARTA./

c__.7/fP J

FX. HADIRUDYATM~,~

~
Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 3 JC:lI1UQ~,1.01.3

RAHKOTASURAKARTATAHUN~3 NOMOR t5
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